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BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PADA MASA PANDEMI DAN
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE

Menimbang

a.

2019 DI KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan
penularan Corona Virus Disease 2019 serta tetap
mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat
di Kabupaten Sekadau telah ditetapkan Peraturan
Bupati Sekadau Nomor 45 Tahun 2020 tentang
Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Masa Pandemi
dan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Sekadau;
bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Surat
Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ
tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus
Disease 2019 Varian Omicron Serta Penegakan
Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, maka Peraturan
Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
dilakukan perubahan dan penyesuaiaan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan




Mengingat

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sekadau Nomor 45 Tahun 2020 tentang
Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Masa Pandemi
dan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Sekadau;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3273);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten
Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang



10.

11.

12.

13

14,

Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3447);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam
Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 34);

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona
Virus Disease 2019;

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala
Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease
2019;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun
2020 tentang Pedoman Adaptasi kebiasaan baru
Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah  Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 440-8420 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas



Menetapkan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor  440-830
Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi kebiasaan baru
Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease
2019 (Covid-19);

16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala
Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease
2019 di Daerah;

17. Surat Edaran Menteri Dalam  Negeri Nomor
440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan
Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron Serta
Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindung;

18. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 212
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedelapan Atas
Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 110
Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan
Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan
dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sekadau Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PADA
MASA PANDEMI DAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAK
HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 DI KABUPATEN SEKADAU.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun
2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Masa
Pandemi dan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten
Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 45 Tahun
2020) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 huruf b ditambahkan 1 angka yakni
angka 9, sehingga Pasal 7 berbunyi :
Pasal 7
(1) Setiap subjek pengaturan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 wajib melaksanakan dan mematuhi
protokol kesehatan antara lain meliputi:
a. bagi perorangan:

1. menggunakan alat pelindung diri berupa
masker vang menutupi hidung dan mulut
hingga dagu, jika harus keluar rumah atau
berinteraksi dengan orang lain yang tidak
diketahui status kesehatannya;

2. mencuci tangan secara teratur menggunakan
sabun dengan air mengalir;

3. pembatasan interaksi fisik (physical
distancing;

4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan
menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS);

5. melakukan isolasi mandiri baik di rumah atau
ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi:
a) kasus suspek;

b) kasus probable;
c¢) kasus konfirmasi;
d) kontak erat; dan
e) pelaku perjalanan.

6. bersedia dilakukan pemeriksaan lanjutan bagi

yang terduga Covid-19 sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang



kesehatan.

b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau

penanggung jawab tempat dan fasilitas umum :

sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai
media informasi untuk memberikan
pengertian dan  pemahaman = mengenai

pencegahan dan pengendalian Covid-19;

. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun

yvang mudah diakses dan memenuhi standar
atau penyediaan cairan pembersih tangan
(hand sanitizer);

. penyediaan alat pengukur suhu tubuh;

4. upaya identifikasi (penapisan) dan

pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang

akan beraktivitas di lingkungan kerja;

. upaya pengaturan jaga jarak;

6. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara

berkala;

penegakan kedisiplinan pada prilaku
masyarakat yang beresiko dalam penularan
dan tertularnya Covid-19;

. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus

untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19;
dan
menyediakan dan menerapkan pemakaian

aplikasi PeduliLindungi.

Ketentuan pada Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Pencegahan dan penanganan COVID-19 di Daerah

dilakukan dengan cara:

deteksi dini;

e o g

meningkatkan cakupan vaksinasi COVID-19;
isolasi/karantina; dan

perawatan kesehatan.



3. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 25
(1) Deteksi Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
huruf a dilakukan dengan:

a. penerapan penggunaan aplikasi PeduliLindungi
pada kantor pemerintahan dan swasta, tempat
usaha, tempat wisata, fasilitas umum dan tempat
pelayanan publik lainya;

b. menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat
dengan pendekatan SM (memakai masker,
mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer,
menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan
menghindari kerumunan) dan 3T (testing, tracing
dan treatment) serta mempertimbangkan faktor
ventilasi, udara, durasi dan jarak interaksi untuk
mengurangi risiko penularan COVID-19 varian
omnicron.

c. pemeriksaan di akses keluar masuk Desa dan
Kecamatan;

d. pemantauan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan
Camat; dan

e. pelaporan secara mandiri.

(2) Pelaporan secara mandiri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh setiap orang

yang datang dari luar kota.

4, Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 Pasal yakni
Pasal 28 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28 A
Melakukan  koordinasi dengan Forkopimda dan
pemangku kepentingan lainya di daerah dalam rangka
pencegahan dan penegakan disiplin dan peningkatan
cakupan vaksinasi sesuai ketentuan dan peraturan

perundang-undangan.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI SEKADAU,
TTD

ARON

Diundangkan di Sekadau

pada tanggal

30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

MOHAMMAD ISA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2021 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,

RADIUS, SH

Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001



